BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1.

Aksesibilitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas fisik di Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya.

a. Loket pelayanan prioritas penyandang disabilitas.

b. Jalur pemandu jalan ( Guiding block )

c. Kursi roda disabilitas.
Kendala — kendala yang di hadapi dalam aksesibilitas pelayanan publik
bagi penyandang disabilitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Dharmasraya.

a. Keterbatasan anggaran dan dana.

b. Keterbatasan data penyandang disabilitas.

. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala aksesibilitas pelayanan

publik bagi penyandang disabilitas di Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya.
a. Pengusulan dana anggaran pembangunan gedung dan fasilitas
ramah disabilitas.
b. Upaya Pelaksanaan Program langsung ke masyarakat bagi

Penyandang Disabilitas.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai

berikut:
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Untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya,
Mengupayakan kembali pengajuan anggaran pembangunan dan penyediaan
fasilitas ramah disabilitas secara bertahap dan berkelanjutan, baik melalui APBD
maupun sumber pendanaan lainnya yang sah. kapasitas sumber daya manusia
dengan memberikan pelatihan khusus kepada petugas pelayanan Melakukan
pendataan penyandang disabilitas secara lebih aktif dan menyeluruh melalui kerja
sama dengan pemerintah nagari, kecamatan, dan dinas terkait, agar perencanaan

pelayanan publik dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.
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